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2.1 Pengertian Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu
kinerja pegawai (perindividu) dan Kkinerja organisasi. Kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu
organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi tersebut (Bastian,2001:329). Pegawai adalah orang yang
melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan
tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan
badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai
sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala
pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian kinerja pegawai adalah
hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi.

Definisi kinerja diatas menjelaskan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang
ada disuatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja
dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau
target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam
memaksimalkan suatu kegiatan.

Kinerja aparatur pada dasarnya terbentuk setelah aparatur merasa
adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila
kebutuhan aparatur belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka
kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja aparatur
akan sulit terbentuk. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang
dicapai suatu organisasi. kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki
keterkaitan yang sangat erat, tercapainya tujuan organisasi.

Kinerja pegawai tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang
dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang digerakan atau dijalankan

pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan
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organisasi tersebut. Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian di DPRD
Kota Bandung dapat terlaksana dengan baik apabila memperhatikan kinerja
aparaturnya.

Menurut Amstrong dan Baron yang dikutip oleh Wibowo mengatakan
bahwa: Pengertian performance sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja /
prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya
menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja
berlangsung.

“Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja

adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara

mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi,
kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi” (Wibowo,

2007:7).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil yang dicapai oleh
seorang aparatur menurut ukuran profesionalisme dalam pekerjaannya
diaplikasikan dalam prilaku, kecerdasan dan kemampuan sesuai dengan
peranan, kegiatan dan tugas yang telah ditentukan.

Pengertian lain menurut Maluyu S.P. Hasibuan bahwa:

“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan

kesungguhan serta waktu” (Hasibuan, 2001:34).

Pengertian kinerja menurut Hasibuan di atas bahwa untuk mencapai
sebuah kinerja, seorang aparatur harus memiliki kecakapan, pengalaman,
kesungguhan dan waktu agar dapat barjalan seperti yang diharapkan.
Aparatur merupakan persamaan dari karyawan, hanya saja dapat dibedakan
bahwa aparatur adalah pekerja yang digaji oleh pemerintah untuk melayani
masyarakat, sedangkan karyawan adalah pekerja yang digaji oleh
perusahaan untuk melayani masyarakat.

Kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan
keahlian dalam bekerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh semangat
kerjanya. Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh unsur pegawainya

karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi sebaiknya diukur dalam
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tampilan kerja dari pegawainya. Dalam kerangka organisasi terdapat
hubungan antara kinerja perorangan (individual Performance) dengan
kinerja organisasi (Organization Performance).

Suatu organisasi pemerintah maupun swasta besar maupun kecil
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-
kegiatan yang digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif
berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi
hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang
dalam organisasi tersebut. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak
berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan kepuasan.

‘Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan
terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada
perusahan. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan
balik yang memberikan informasi tentang prestasi, pelaksanaan
suatu rencana dan apa yang diperlukan perusahaan dalam
penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian”

(Mangkunegara, 2006:42).

Berdasarkan pendapat diatas Pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi
perusahaan. Pengkuran kinerja merupakan hasil dari penelitian yang
sistematis. Sesuai dengan suatu rencana yang telah ditetapkan dalam
pemyesuaian-penyesuaian dan pengendalian.

Dengan demikian dari konsep yang ditawarkan tersebut dapat
dipahami bahwa kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukan
seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam konteks penelitian ini, maka
pengertian kinerja merupakan tingkat penyelesaian kerja pemerintah
kelurahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi tepat pada suatu
waktu. Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang
tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam
lembaga pemerintahan maupun swasta.

Perlu diadakan suatu evaluasi kinerja sebagai mana yang dikemukakan

oleh Andrew E. Sikula dalam buku Anwar Prabu Mangku Negara.
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“Evaluasi kinerja atau penilaian merupakan evaluasi yang sistematis

dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan.

Penilaian dalam proses penapsiran atau penentuan nilai, kualitas

atau status dari beberapa objek orang ataupun sesuatu barang’.

Mangku Nagara (2005:69).

Dari pendapat tentang penilaian atau evaluasi kinerja menurut para
ahli diatas bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara
sistematis untuk menilai kinerja pegawai dan organisasi. Disamping itu juga
untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja dengan tepat dan memberikan
tanggung jawab kepada pegawai atau organisasi sehingga dapat
meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang
tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam
lembaga pemerintahan maupun swasta. Kinerja berasal dari bahasa job
performance atau actual perpormance (prestasi kerja atau prestasi
sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang atau suatu institusi).

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja karyawan (prestasi
kerja) adalah

“Hasil kerja secara kualitas dan kuntitas yang dicapai oleh seorang

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan kepadanya” (Mangkunegara, 2006:9).

Berdasarkan pendapat di atas kinerja karyawan adalah prestasi kerja
atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai
karyawan persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah
kegiatan yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi, yakni bagaimana
ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan,
jabatan, atau peranan dalam organisasi.

“Menurut Gilbert Kinerja pada dasarnya adalah produk waktu dan
luang. peluang tanpa waktu untuk mengejar peluang tersebut bukan
apa-apa. Dan waktu, yang tidak kita miliki, yang tidak memberi
peluang, bahkan memiliki lebih sedikit nilai “(dalam Mangkunegara,
2006:47).
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Pandangan Gilbert mengenai kinerja dalam konteks vitalitas kerja

dalam suatu organisasi, kinerja sangat konsisten dengan apa yang kita
anggap penting untuk memberdayakan pekerja. Untuk bekerja secara
cakap, pekerja membuat pretasi yang bernilai bagi organisasi seraya
mengurangi biaya untuk mencapai tujuan.
Kinerja aparatur pada dasarnya terbentuk setelah aparatur merasa adanya
kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila
kebutuhan aparatur belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka
kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja aparatur
akan sulit terbentuk. Menurut Amstrong dan Baron yang dikutip oleh Wibowo
mengatakan bahwa:

"Pengertian performance sering diartikan sebagai kinerja, hasil
kerja/prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan
hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses
kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan
tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana
cara mengerjakannya.
Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat
dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan
memberikan kontribusi ekonomi’(Dalam Wibowo, 2007:7).”
Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil yang dicapai oleh
seorang aparatur menurut ukuran profesionalisme dalam pekerjaannya
diaplikasikan dalam prilaku, kecerdasan dan kemampuan sesuai dengan
peranan, kegiatan dan tugas yang telah ditentukan.
Pendapat lain tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Widodo
(2006:78) mengatakan bahwa:

“kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya
sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di
harapkan “ Widodo (2006:78)

Dari definisi diatas maka dalam melakukan dan menyempurnakan
suatu kegiatan harus didasari dengan rasa tanggung jawab agar tercapai
hasil seperti yang diharapkan. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah
melalui penggunaan teknologi dan informasi pada instansi pemerintah akan
menghasilkan kualitas kerja yang produktif dan tepat guna. Aplikasi e-
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Government tidak akan berjalan sempurna apabila tidak selalu di imbangi

dengan sumber daya manusia yang memadai dan kinerja yang efektif.

2.2 Indikator Kinerja

Organisasi pemerintahan menggunakan alat untuk mengukur suatu
kinerja birokrasi publik, teori yang digunakan yaitu teori kinerja dari Baban
Sobandi dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi
dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah sebagai berikut:

1. Keluaran (Output)

2. Hasil

3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian

4. Informasi Penjelas

(Sobandi dkk, 2006 : 179-181)

Berdasarkan pendapat diatas, output adalah sesuatu yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun
non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang
diharapkan oleh suatu organisasi atau instansi dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat.

Hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena
pemberian layanan. segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala
sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah
oleh suatu organisasi atau instansi harus dapat memberikan efek langsung
dari kegiatan tersebut.

Kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang
mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian
diatas, maka Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit
keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari
penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika
dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara
internal, norma atau standar yang bias diterima atau hasil yang bisa dicapai

oleh organisasi yang setara.
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Informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan
dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif.
Membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan,
menilai kinerja organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan
mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. Berdasarkan penjelasan tersebut
dapat dikatakan bahwa kinerja adalah keluaran,hasil, kaitan usaha dengan
pencapaian dan informasi penjelas. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut
maka untuk mengukur kinerja dilihat dari hasil, keluaran, kaitan usaha
dengan pencapaian dan informasi penjelas.

Ruky (2001:7) mengidentifikasi faktor yang berpengaruh langsung
terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang
digunakan untuk mengahasilkan produk atau jasa yang dihasilkan
oleh organisasi. semakin berkualitas teknologi yang digunakan,
maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut.

Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.

3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan Kkerja,
penataan ruangan, dan kebersihan.

4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang
ada dalam organisasi yang bersangkutan.

5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota
organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan
organisasi.

6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek
kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya.

(Ruky, 2001:7).

Menurut pendapat Ruky diatas, bahwa tingkat pencapaian kinerja
dipengaruhi oleh teknologi, kualitas input, kualitas lingkungan fisik,
budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya
manusia.

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja karyawan (prestasi

kerja) adalah
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Berdasarkan pendapat di atas kinerja karyawan adalah prestasi kerja
atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai
karyawan persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah
kegiatan yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi, yakni bagaimana
ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan,
jabatan, atau peranan dalam organisasi. Unsur penting dalam Kkinerja
pekerjaan adalah :

1. Tugas fungsional, berkaitan dengan seberapa baik seorang

pegawai menyelesaikan  seluk-beluk  pekerjaan, termasuk

penyelesaian aspek-aspek teknis pekerjaan.

2. Tugas perilaku, berkaitan dengan seberapa baik pegawai

menangani kegiatan antar pesona dengan anggota lain organisasi,

termasuk mengatasi konflik, mengelola waktu, memberdayakan
orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok, dan bekerja secara
mandiri.

Kinerja aparatur dalam menerapkan Sistem informasi kepegawian
harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu
yang dicapai organisasi.

Selanjutnya menurut Keith Davis yang dikutip A.A Anwar Mangkunegara
faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja meliputi :

1. Faktor Kemampuan,

2. Faktor Motivasi,

3. Faktor Individu

4. Faktor Lingkungan Organisasi

(Mangkunegara, 2006:13)

Faktor Kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan
kemampuan relity (knowledge + skKill). Artinya, pimpinan dan karyawan
yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apalagi 1Q superior, very
superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk
jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaanya sehari-hari, maka

akan mudah mencapai kinerja yang maksimal.
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Peran kinerja sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan
pemerintah, tetapi untuk memimpin manusia merupkan hal yang cukup sulit.
Tenaga kerja selain diharapkan mampu, cakap dan terampil, juga
hendaknya berkemauan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja efekitif
dan efisien. Kemampuan dan kecakapan akan kurang berati jika tidak diikuti
oleh moral kerja dan kedisiplinan pegawai dalam mewujudkan tujuan.

Faktor Motivasi diartikan suatu sikap (attiude) pimpinan dan
karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya.
Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan
menunjukan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap
negatif (kontra) terhadap situasi kerja akan menunjukkan kerja yang rendah,
situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas
kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

Motivasi dalam arti bagaimana anggota organisasi menafsirkan
lingkungan kerja mereka. vitalitas kerja yang ditunjukan seseorang pekerja
didasari atas faktor-faktor apa yang memberi andil dan berkaitan dengan
efek negatif terhadap vitalitas seseorang serta apa yang menimbulkan
kegairahan dalam bekerja.

Faktor Individu Secara psikologis, individu yang normal adalah
individu yang memiliki integritas yang tinggi antar fungsi psikis (rohani) dan
pisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antar fungsi
psikis dan fisik maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik.
Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk
mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal
dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam
mencapai tujuan organisasi.

Tanpa adanya konsentrasi yang baik dari individu dalam bekerja,
maka mimpi pemimpin mengharapkan mereka dapat bekerja produktif dalam
mencapai tujuan organisasi. Yaitu kecerdasan pikira/Inteligensi Quotiont (1Q)
dan kecerdasan emosi/Emotional Quotiont (EQ). pada umunya, individu
yang mampu bekerja dengan penuh konsentrasi apabila ia memiliki tingkat

intelegensi minimal normal (average, above average, superior, very superior
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dan gifted) dengan tingkat kecerdasan emosi baik (tidak merasa bersalah
yang berlebihan, tidak mudah marah, tidak dengki, tidak benci, tidak iri hati,
tidak dendam, tidak sombong, tidak minder, tidak cemas, memiliki
pandangan dan pedoman hidup yang jelas berdasarkan kitab sucinya).

Faktor Lingkungan Kerja Organisasi sangat menunjang bagi individu
dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud
antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja
yang menantang.

Berdasarkan teori diatas, dapat dikatakan bahwa hasil kerja
dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu : faktor kemampuan, faktor motivasi,
faktor kinerja individu, dan faktor lingkungan organisasi.

Pada Organisasi pemerintahan ada beberapa aspek yang dapat
dilihat untuk mengetahui suatu kinerja birokrasi publik, seperti yang
dikemukakan Muh. [lham dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber
Daya dan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Tingkat Efektifitas,

2. Tingkat Efisiensi

3. Keamanan

4. Kepuasan pelanggan

(Ilham. 2008: 34)

Berdasarkan penjelasan tersebut keempat aspek diatas merupakan
sesuatu untuk melihat sejauh mana seorang aparatur dapat memanfaatkan
sumber-sumber daya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah
direncanakan, mengukur seberapa tingkat penggunaan sumber-sumber
daya secara minimal dalam pelaksanaan pekerjaan, menunjukan pada
keberadaan dan kepatuhan standar prosedur kerja, dan menunjukan pada
keberadaan dan kepatuhan pada standar pelayanan.

E. Koswara dalam buku Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan
Kemandirian Rakyat, Tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui
kemampuan aparatur adalah:

1. Ratio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk

2. Masa kerja pegawai
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3. Golongan kepegawaian

4. Pendidikan formal

5. Pendidikan teknis fungsional”

(Koswara E, 2001:259).

Berdasarakan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa tolak ukur
yang digunakan untuk mengetahui kemampuan aparatur adalah ratio jumlah
aparatur Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk,
masa kerja aparatur, golongan kepegawaian, pendidikan dan pendidikan
teknis fungsional yang dimiliki oleh aparatur.

Pendapat lain hampir sama juga dikemukakan oleh J.B Kristiadi yang
dikutip oleh B. Hestu Cipto Handoyo dalam buku Otonomi Daerah dan
Urusan Rumah Tangganya, bahwa:

Untuk mengetahui kemampuan aparat, ada beberapa faktor yang
harus diperhatikan, yakni:

1. Ratio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk

2. Pengalaman kerja pegawai

3. Golongan kepegawaian

4. Pendidikan formal yang dicapai

5. Pendidikan non formal

6. Kesesuaian antara pendidikan dengan jabatan

(Handoyo, 1998:102).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa untuk mengetahui kemampuan
aparatur ratio jumlah aparatur dengan jumlah penduduk, masa kerja
aparatur, golongan kepegawaian, pendidikan formal, pendidikan teknis
fungsional menjadi faktor dalam meningkatkan kinerja.

Kemampuan (ability) aparatur terdiri dari dua indikator yaitu:

Pertama, kemampuan potensi (IQ), merupakan aspek kemampuan
yang ada dalam diri aparatur dan diperoleh dari faktor keturunan (herediter).
Kemampuan potensi kemudian dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

a. Kemampuan dasar umum (inteligensi atau kecerdasan). Inteligensi
atau kecerdasan menurut C.P. Chaplin bahwa: “‘Kemampuan

menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara
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cepat dan efektif” (Syamsu, 2003:9). Inteligensi atau kecerdasan
harus dimiliki oleh setiap aparatur Komisi A DPRD Kota Bandung
agar dalam menjalankan segala tugasnya dapat berjalan dengan
efektif.
b. Kemampuan dasar khusus (aptitudes atau bakat). Aptitudes atau
bakat adalah kondisi seseorang yang dengan suatu pendidikan dan
latihan yang memungkinkannya mencapai kecakapan, pengetahuan
dan keterampilan khusus. Aptitudes atau bakat merupakan faktor
bawaan yang dimiliki oleh aparatur ataupun pengaruh dari
lingkungan. Maka apabila seseorang terlahir dengan suatu bakat
khusus dididik dan dilatih, bakat tersebut dapat berkembang dan
dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya apabila dibiarkan tanpa
pengarahan dan penguatan, bakat itu akan hilang dan tak berguna.
Kedua, kemampuan reality (actual ability) yaitu kemampuan yang
diperoleh melalui belajar (achivement atau prestasi). Pengembangan
kemampuan sangatlah diperlukan baik melalui pendidikan ataupun melaui
pelatihan-pelatihan.Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari
sumberdaya aparatur, semakin lama waktu yang digunakan seorang untuk
pendidikan dan pelatihan, semakin tinggi kemampuan melakukan pekerjaan
akan semakin tinggi kinerjanya. Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung
sebagai lembaga pemerintah yang berorientasikan terhadap pelayanan
perlu mengadakan pelatihan dan menempatkan aparatur pada pekerjaan
yang sesuai dengan keahliannya masing-masing (the right man in the right
place, the right man on the right job). Motivasi aparatur untuk bekerja
biasanya ditunjukkan oleh aktivitas yang terus-menerus, dan berorientasikan
tujuan.Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri aparatur secara
terarah untuk mencapai tujuan kerja.

Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan teori dari Keith
Davis. Kinerja aparatur pada dasarnya terbentuk setelah aparatur merasa
adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila
kebutuhan aparatur belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka

kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja aparatur
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akan sulit terbentuk. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang

dicapai suatu organisasi.

2.3 Pengertian DPRD

DPRD Kota Bandung merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.Sebagai representasi rakyat, DPRD Kota Bandung mempunyai
fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Tugas dan wewenang DPRD Kota Bandung adalah:

1. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten yang dibahas dengan
Walikota untuk mendapat persetujuan bersama

2. Menetapkan APBD Kabupaten bersama dengan Walikota

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Bandung dan Peraturan Perundang-undangan lainnya,
Keputusan Walikota, APBD Kota Bandung, kebijakan Pemerintah Kota
dalam melaksanakan program pembangunan Kota Bandung, dan
kerjasama internasional di daerah

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil
Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota
Bandung terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut
kepentingan daerah

6. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam
pelaksanaan tugas desentralisasi.

Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat. Anggota DPRD Kabupaten juga memiliki hak mengajukan
Rancangan Perda Kabupaten, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul
dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR,
DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
DPRD Kabupaten berhak meminta pejabat negara tingkat Kabupaten,

pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk
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memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat
dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-
undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah,
yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan
peraturan perundang-undangan).

Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol
dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan

penghormatan kepada pejabat pemerintah.



